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DasarHukum : Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1. Pendidikan minimal D-3 semua jurusan.
2. Diutamakan JFA dan P2UPD.
3. Memahami tentang kriteria pengawasan
4. Memahami tentang obyek pemeriksaan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

11. Peraturan Daerah Kab. Sukoharjo Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kab. Sukoharjo Nomor 7 tahun 2022;

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 tahun 
2022



Keterkaitan : Peralatan / Pe rle ngkapan:
1. SOP Penyusunan PKPT Berbasis Resiko.
2. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
3. SOP Pembuatan LHP.

1. Komputer, laptop
2. Buku Kerja
3. Kalkulator
4. Nota dinas dan lembar disposisi

Perineatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Tim Audit harus mengkomunikasikan terlebih dahulu resiko-resiko bagi 

Obyek Pemeriksaan yang membatasi akses/ menolak menyerahkan data 
audit.

2. Tim Audit harus mendapatkan penjelasan yang memadai tentang alasan 
Obrik membatasi akses/ menolak menyerahkan data audit untuk 
diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

1. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit kepada Obrik
2. Daftar Permintaan Dokumen untuk keperluan Audit
3. Surat Pernyataan Penolakan Audit
4. Berita Acara Penolakan Audit



I. LATAR BELAKANG

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama 
semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP 
diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai 
tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah.

APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan sal ah satu unsur 
manajemen pemerintah yang penting dal am rangka mewujudkan 
kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada 
pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government).

Tanggungjawab tersebut diwujudkan dalam kegiatan audit intern.

Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam 
bentuk pemberian keyakinan [assurance activities] dan konsultansi 
[consulting activities], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan 
meningkatkan operasional sebuah organisasi [auditi].

Kegiatan ini membantu organisasi [auditi] mencapai tujuannya dengan 
cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk 
menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, 
kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor publik].

Sesuai dengan Standar Audit AAIPI paragraf 1100, Dalam semua hal 
yang berkaitan dengan penugasan audit intern, APIP dan kegiatan 
audit intern harus independen serta para auditomya harus objektif 
dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua hal tersebut diperlukan agar 
kredibilitas hasil audit meningkat.

Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam 
kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung 
jawab audit intern secara objektif. Untuk mencapai tingkat 
independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab 
aktivitas audit intern secara efektif, pimpinan APIP memiliki akses 
langsung dan tak terbatas kepada atasan pimpinan APIP.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tidak tertutup kemungkinan 
adanya ganggunan terhadap independensi auditor. Gangguan

independensi APIP dan objektivitas Auditor dapat meliputi, konflik 
kepentingan pribadi, pembatasan ruang lingkup,

pembatasan akses ke catatan, personel, dan prasarana, serta 
pembatasan sumber daya, seperti pendanaan.

Pembatasan terhadap ruang lingkup audit dan akses yang dilakukan 
oleh auditi dapat berupa:

a. Auditi tidak bersedia atau tidak menyerahkan Data Audit secara 
lengkap sesuai permintaan Tim Audit;

b. Auditi menolak untuk diaudit.

Sesuai dengan Standar Audit AAIPI paragraf 1110 Pimpinan APIP 
bertanggungjawab kepada pimpinan pemerintah daerah agar tanggung 
jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi, sehubungan dengan hal 
tersebut apabila ada gangguan terhadap Independensi dan 
Obyektivitas Audit yang dilakukan oleh Auditan, maka gangguan 
tersebut harus dilaporkan oleh auditor pelaksana audit kepada 
Pimpinan APIP untuk mendapatkan penanganan selanjutnya.

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatasan Akses Audit oleh
Auditi, bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman kepada Tim Audit dalam melakukan tugas 
pengawasan;

2. Memberikan kepastian terhadap keberlangsungan pelaksanaan 
tugas pengawasan apabila terdapat auditan yang bertindak tidak 
kooperatif/mengganggu independensi dan obyektivitas auditor; dan

3. Memberikan jaminan bahwa tugas pengawasan telah dilakukan 
sesuai standar profesional.



III.RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Pembatasan Akses Audit oleh Auditi adalah 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Keija Perangkat Daerah, 
Program, Kegiatan, dan Desa di wilayah Kabupaten Sukohaijo yang 
menjadi obyek pemeriksaan.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara;

3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah;

5. Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 23 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 2009;

11. Peraturan Daerah Kab. Sukohaijo Nomor 12 tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Sukohaijo Nomor 7 tahun 
2022;

12. Peraturan Bupati Sukohaijo Nomor 81 tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata 
Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukohaijo Nomor 73 tahun 
2022 .

V. DEFINISI

1. Standar Audit Intern, yang selanjutnya disebut sebagai Standar 
Audit, adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan 
kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern 
pemerintah Indonesia.

2. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan 
intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang 
di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang. Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud di atas 
mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan 
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Daerah (JFP2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis 
fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah.

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi 
pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan 
intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah 
daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit



Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, 
Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, 
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern 
pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

4. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam 
bentuk pemberian keyakinan [assurance activities] dan konsultansi 
[consulting activities], yang dirancang untuk memberi nilai tambah 
dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [auditi]. Kegiatan 
ini membantu organisasi [auditi] mencapai tujuannya dengan cara 
menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk 
menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, 
kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor publik].

5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang 
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan 
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas 
dan fungsi instansi pemerintah.

6. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, 
atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit 
intern oleh Auditor atau APIP.

7. Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam 
kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung 
jawab audit intern secara objektif.

8. Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak (tidak bias) yang 
memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian 
rupa sehingga auditor percaya pada hasil keijanya dan bahwa tidak 
ada kompromi kualitas yang dibuat.

VI. PERSYARATAN UMUM

1. Program Keija Pengawasan Tahunan (PKPT).

2. Standar Audit dan Kode Etik APIP.

3. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

4. SOP Pembuatan LHP.

VII. KRITERIA KEBERHASILAN

Tugas pengawasan telah dilakukan sesuai standar profesional serta

terpenuhinya aspek independensi dan obyektivitas auditor.

VIII. DOKUMEN PELENGKAP

1. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit kepada Obrik.
2. Daftar Permintaan Dokumen untuk keperluan Audit.
3. Surat Penugasan Audit.
4. Surat Peringatan.
5. Surat Pemyataan Penolakan Audit.
6. Berita Acara Penolakan Audit.

EX. PROSEDUR

1. Auditi tidak bersedia atau tidak menyerahkan Data Audit 
secara lengkap sesuai permintaan Tim Audit

a. Dalam hal Auditi tidak bersedia atau tidak menyerahkan Data 
Audit secara lengkap sesuai batas waktu penyerahan Data Audit 
maka ketua tim melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan APIP 
atas sepengetahuan Pengendali Teknis.

b. Pimpinan APIP memerintahkan kepada Sekretariat untuk 
memberikan Surat Peringatan I kepada Auditi.

c. Dalam hal Auditi tidak bersedia atau tidak menyerahkan Data 
Audit secara lengkap setelah 3 (tiga) hari kerja sejak Surat 
Peringatan I, kepada Auditi diberikan surat peringatan II.



d. Dalam hal Auditi tidak bersedia atau tidak menyerahkan Data 
Audit secara lengkap setelah 3 (tiga) hari keija sejak surat 
peringatan II diterima sehingga menyebabkan Tim Audit tidak 
dapat menjalankan kewenangan melakukan Audit, Auditi 
dianggap menolak membantu kelancaran Audit.

e. Dalam hal pimpinan Auditi atau yang mewakili menolak 
untuk membantu kelancaran Audit pimpinan Auditi atau yang 
mewakilinya harus menandatangani Surat Pemyataa Penolakan 
Audit.

Dalam hal pimpinan Auditi atau yang mewakili menolak 
untuk menandatangani surat pemyataan penolakan, Tim Audit 
harus membuat Berita Acara Penghentian Audit.

f. Tim Audit menyusun Laporan Hasil Audit berdasarkan data 
yang diperoleh.

2. Auditi Menolak Diaudit

a. Dalam hal Auditi atau wakilnya menolak untuk diaudit, Auditi 
atau wakilnya harus menandatangani Surat Pernyataan 

Penolakan Audit;

b. Dalam hal Auditi atau wakilnya menolak untuk menandatangani 

Surat Pernyataan Penolakan Diaudit, Tim  Audit harus membuat 

Berita Acara Penghentian Audit;

c. Berdasarkan Berita Acara Penghentian Audit sebagaimana 

tersebut diatas Tim  Audit dapat menyusun Laporan Hasil Audit.

INSPEKTUR DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. DJOKO POERNOMO
NIP. 19681225 199001 1 002

KOP INSTANSI
LAMPIRANI

FORM SURAT PERMINTAAN DATA AUDIT

Nomor : ......... (1) ....,..................(2)

Hal : Permintaan Data
Audit

Yth. Pimpinan .... (3)

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Tugas/ Surat
Perintah* Nomor..................(4) tanggal .................... (5), dengan ini
diminta kepada Saudara untuk meminjamkan dokumen-dokumen 
yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja/Unit 
Kerja Saudara sebagaimana daftar terlampir.

Dokumen sebagaimana tersebut dalam daftar harus diserahkan
secara lengkap paling lambat tanggal..........................(6) dan dapat
diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jangka waktu 
permintaan data berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan 
secara tertulis kepada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.

Dokumen-dokumen dalam daftar terlampir akan kami kembalikan 
secara utuh dan lengkap setelah audit selesai dilaksanakan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas 
keijasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim

Diterima tanggal : ................
Nama penerima ; ................
Jabatan : ................  Nama Lengkap
Tanda tangan : ................  NIP....



Angka (1) : Diisi nomor Surat

Angka (2) : Diisi tempat kedudukan, tanggal, bulan, tahun

Angka (3) : Diisi nama Satker/Unit Kerja yang diaudit

Angka (4) : Diisi nomor Surat Tugas Audit

Angka (5) : Diisi tanggal Surat Tugas Audit

Angka (6) : Diisi tanggal batas penyerahan data audit

Keterangan
KOP INSTANSI

LAMPIRAN II

FORM SURAT PERINGATAN I

Nomor : .........  (1) . . . . , ...................(2)

Hal : Peringatan I atas Penyerahan Data Audit

Yth. Pimpinan .... (3)

Sebagai pelaksanaan dari Surat Tugas/Surat
Perintah Nomor............... tanggal.......... (4), Saudara telah diminta
untuk meminj amkan dokumen-dokumen yang terkait dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Keija/Unit Kerja Saudara 
untuk kebutuhan pelaksanaan audit dengan surat Nomor
:.............tanggal.............. (5), namun sampai dengan tanggal.............. (6),
Saudara :

^  Sama sekali tidak meminj amkan

I___  Meminj amkan Sebagian

dari dokumen sebagaimana tercantum dal am Daftar Peminjaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar 
melengkapinya selambat-lambatnya pada
hari............... tanggal............. (8). Dalam hal Saudara tidak
menyerahkan Data Audit secara lengkap atau tidak mengindahkan 
Surat Peringatan ini, Saudara akan diberikan Surat Peringatan II.

Atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Inspektur

Diterima tanggal : .................
Nama penerima : .................
Jabatan : ................. Nama Lengkap
Tanda tangan ; ................. NIP....



Angka (1) 
Angka (2) 
Angka (3) 
Angka (4) 
Angka (5) 

Angka (6) 

Angka (7) 

Angka (8)

Keterangan

Diisi nomor Surat
Diisi tempat kedudukan, tanggal, bulan, tahun

Diisi nama Satker/Unit Kerja yang diaudit
Diisi nomor dan tanggal Surat Tugas Audit
Diisi nomor dan tanggal Surat Permintaan Data

Diisi tanggal batas penyerahan data audit

Diisi check mark kondisi yang terjadi
Diisi tanggal batas penyerahan data audit yang baru

KOP INSTANSI

FORM SURAT PERINGATAN II

Nomor : .........  (1)

Hal : Peringatan II atas Penyerahan Data
Audit

Yth. Pimpinan .... (3)

LAMPIRAN III

(2 )

Sebagai pelaksanaan dari Surat Tugas/Surat
Perintah Nomor............... tanggal.......... (4), Saudara telah diminta
untuk meminj amkan dokumen-dokumen yang terkait dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Keija/Unit Kerja Saudara 
untuk kebutuhan pelaksanaan audit dengan surat Nomor
:.............tanggal.............. (5), namun sampai dengan tanggal.............. (6),
Saudara :

Sama sekali tidak meminj amkan 

Meminj amkan Sebagian

dari dokumen sebagaimana tercantum dal am Daftar Peminjaman.
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar 

melengkapinya selambat-lambatnya pada
hari............... tanggal..............(8). Dalam hal Saudara tidak
menyerahkan Data Audit secara lengkap atau tidak mengindahkan 
Surat Peringatan ini, Tim Audit akan menghentikan audit dan 
terhadap perusahaan Saudara akan direkomendasikan untuk
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku..

Atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.
Inspektur

Diterima tanggal : .................
Nama penerima : .................
Jabatan : ................. Nama Lengkap
Tanda tangan ; ................. NIP....



Angka (1) : 
Angka (2) : 
Angka (3) : 
Angka (4) : 
Angka (5) : 

Angka (6) :

Angka (7) : 

Angka (8) :

Keterangan

Diisi nomor Surat

Diisi tempat kedudukan, tanggal, bulan, tahun
Diisi nama Satker/Unit Kerja yang diaudit
Diisi nomor dan tanggal Surat Tugas Audit
Diisi nomor dan tanggal Surat Peringatan I

Diisi tanggal batas penyerahan data audit yang tercantum pada
Surat Peringatan I

Diisi check mark kondisi yang terjadi

Diisi tanggal batas penyerahan data audit yang baru

LAMPIRAN IV

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN AUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini, kam i:

Nama : ............................................................ (1)
Pekerjaan/Jabatan: ........................................................ (2)
Alamat : ............................................................ (3)

Dalam hal ini bertindak selaku: Pimpinan/ Wakil dari Satuan Kerja/ Unit Kerja:

Nama : ............................................................ (4)
Alamat : ............................................................ (5)

dalam rangka melaksanakan aud it..................... (6) oleh Tim Audit Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Tugas/Perintah Nomor:........ tanggal............(7),
dengan ini menyatakan menolak untuk diaudit / membantu kelancaran audit 
**) dengan alasan...................................................................................................... (8)

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran 
tanpa paksaan dari siapapun serta kami bersedia bertanggung jawab atas segala 
akibat hokum yang timbul dari pernyataan ini.

............................ (9)
Yang membuat pernyataan

Materai

Rp.6.000 . ( 10)



Angka (1) : 
Angka (2) : 
Angka (3) : 
Angka (4) : 
Angka (5) : 

Angka (6) : 
Angka (7) : 

Angka (8) : 

Angka (9) : 

Angka (10) :

Keterangan

Diisi nama yang membuat surat pernyataan
Diisi jabatan yang membuat surat pernyataan
Diisi alamat yang membuat surat pernyataan
Diisi nama satuan kerja/ unit kerja auditi
Diisi alamat satuan kerja/ unit kerja auditi
Diisi jenis audit yang dilakukan

Diisi nomor dan tanggal surat perintah tugas audit

Diisi alasan pimpinan/ wakil auditi menolak diaudit

Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat pernyataan

Diisi nama terang yang membuat surat pernyataan

LAMPIRAN V

BERITA ACARA PENGHENTIAN AUDIT
Nomor: B A ................ (1)

Pada hari ini ............. tanggal......... bulan......... tahun................(2),
bertempat di.......................................................(3), kami tim audit:

No Nam NI Jabatan
(1) .........................(4)

yang melaksanakan audit berdasarkan Surat Tugas 
Nomor............. tanggal................ (5) terhadap

Nama : .................................................. (6)
Alamat : .................................................. (7)

menghentikan pelaksanaan audit dengan alasan :
1................................................................................................. (8)
2..........................................................................................dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani 
oleh:

Menyetujui,

Inspektur Ketua Tim Audit

Nama Lengkap 
NIP....

Nama Lengkap 
NIP....



Angka (1) : 
Angka (2) : 
Angka (3) : 
Angka (4) : 
Angka (5) : 
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Diisi nomor berita acara
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Diisi tempat pembuatan berita acara
Diisi nama personil Tim Audit

Diisi nomor dan tanggal surat perintah tugas audit
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Diisi alamat auditi

Diisi alasan penghentian audit
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URAIAN PROSEDUR

PENGUKURAN
 KINERJA

INSPEKTUR
SEKRE-
TARIAT

IRBAN TIM SAKIP STAF Kelengkapan
Waktu 
(menit)

Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 Inspektur memerintahkan 

Sekretaris untuk melakukan 
pengukuran kinerja

Blangko Nota Dinas 5 menit Nota Dinas

2 Sekretaris melakukan rapat 
dengan Tim SAKIP Inspektorat 
untuk memberikan arahan 
pelaksanaan kegiatan 
pengumpulan data kinerja

Nota Dinas, 60 menit Notulen Rapat

3 Tim SAKIP menyusun rencana 
kegiatan pengukuran kinerja

Notulen Rapat 120 menit Program Kerja 
Kegiatan

4 Tim SAKIP menyiapkan metodologi 
pengukuran capaian kinerja untuk 
tiap-tiap 
tujuan/sasaran/program/kegiatan 
berdasarkan indikator kinerja yang 
SMART

Juknis Pengukuran 
Kinerja Menpan RB

RENSTRA
TAPKIN

Program Kerja 
Kegiatan

120 menit Kertas Kerja 
Pengukuran Kinerja

5 Tim SAKIP melakukan pengukuran 
capaian kinerja menggunakan 
metodologi yang telah ditetapkan

Kertas Kerja 
Pengukuran Kinerja,

Dokumen 
pengumpulan Data 

Kinerja

1  hari Kertas Kerja 
Pengukuran Kinerja

6 Tim SAKIP merekap seluruh hasil 
pengukuran capaian kinerja untuk 
tiap-tiap 
tujuan/sasaran/program/kegiatan

Kertas Kerja 
Pengukuran Kinerja

120 menit Rekapitulasi Hasil 
Pengukuran Kinerja

NO

MUTU BAKU



7 Tim SAKIP melaporkan hasil 
rekapitulasi pengukuran kinerja 
kepada Sekretaris

Rekapitulasi Hasil 
Pengumpulan Data 

Kinerja

30 menit Draft Laporan Hasil 
Pengukuran Data 

Kinerja

8 Sekretaris menganalisa hasil 
rekapitulasi pengukuran kinerja, 
apabila setuju akan digunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan 
Laporan Kinerja dan evaluasi.  Jika 
tidak maka dikembalikan untuk 
dilengkapi sesuai arahan

Draft Laporan Hasil 
Pengukuran Data 

Kinerja

90 menit  Laporan Hasil 
Pengukuran 

Kinerja, Lembar 
Disposisi

9 Sekretaris melaporkan data 
pengukuran kinerja kepada 
Inspektur

  

  YA

TIDAK  Laporan Hasil 
Pengukuran Kinerja, 

Lembar Disposisi

30 menit Disposisi Inspektur

10 Arsip hasil 
pengumpulan Data 

Kinerja

INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. DJOKO POERNOMO



URAIAN PROSEDUR

PENGUKURAN

 KINERJA
INSPEKTUR

SEKRE-

TARIAT
IRBAN TIM SAKIP STAF Kelengkapan

Waktu 

(menit)

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 Inspektur memerintahkan 

Sekretaris untuk melakukan 

pengukuran kinerja

Blangko Nota Dinas 5 menit

2 Sekretaris melakukan rapat 

dengan Tim SAKIP Inspektorat 

untuk memberikan arahan 

pelaksanaan kegiatan 

pengumpulan data kinerja

Nota Dinas, 60 menit

3 Tim SAKIP menyusun rencana 

kegiatan pengukuran kinerja

Notulen Rapat 120 menit

4 Tim SAKIP menyiapkan metodologi 

pengukuran capaian kinerja untuk 

tiap-tiap 

tujuan/sasaran/program/kegiatan 

berdasarkan indikator kinerja yang 

SMART

Juknis Pengukuran 

Kinerja Menpan RB

RENSTRA

TAPKIN

Program Kerja 

Kegiatan

120 menit

5 Tim SAKIP melakukan pengukuran 

capaian kinerja menggunakan 

metodologi yang telah ditetapkan

Kertas Kerja 

Pengukuran Kinerja,

Dokumen 

pengumpulan Data 

Kinerja

1  hari

6 Tim SAKIP merekap seluruh hasil 

pengukuran capaian kinerja untuk 

tiap-tiap 

tujuan/sasaran/program/kegiatan

Kertas Kerja 

Pengukuran Kinerja

120 menit

NO

MUTU BAKU



7 Tim SAKIP melaporkan hasil 

rekapitulasi pengukuran kinerja 

kepada Sekretaris

Rekapitulasi Hasil 

Pengumpulan Data 

Kinerja

30 menit

8 Sekretaris menganalisa hasil 

rekapitulasi pengukuran kinerja, 

apabila setuju akan digunakan 

sebagai bahan untuk penyusunan 

Laporan Kinerja dan evaluasi.  Jika 

tidak maka dikembalikan untuk 

dilengkapi sesuai arahan

Draft Laporan Hasil 

Pengukuran Data 

Kinerja

90 menit

9 Sekretaris melaporkan data 

pengukuran kinerja kepada 

Inspektur

  

  YA

TIDAK  Laporan Hasil 

Pengukuran Kinerja, 

Lembar Disposisi

30 menit

10 Arsip hasil 

pengumpulan Data 

Kinerja

INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. DJOKO POERNOMO



Output Keterangan

11 12

Nota Dinas

Notulen Rapat

Program Kerja 

Kegiatan

Kertas Kerja 

Pengukuran Kinerja

Kertas Kerja 

Pengukuran Kinerja

Rekapitulasi Hasil 

Pengukuran Kinerja

MUTU BAKU



Draft Laporan Hasil 

Pengukuran Data 

Kinerja

 Laporan Hasil 

Pengukuran 

Kinerja, Lembar 

Disposisi

Disposisi Inspektur

INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. DJOKO POERNOMO



URAIAN PROSEDUR

PENGUKURAN
 KINERJA

INSPEKTUR
SEKRE-
TARIAT

IRBAN TIM SAKIP STAF Kelengkapan
Waktu 
(menit)

Output Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 Inspektur memerintahkan 

Sekretaris untuk melakukan 
pengukuran kinerja

Blangko Nota Dinas 5 menit Nota Dinas

2 Sekretaris melakukan rapat 
dengan Tim SAKIP Inspektorat 
untuk memberikan arahan 
pelaksanaan kegiatan 
pengumpulan data kinerja

Nota Dinas, 60 menit Notulen Rapat

3 Tim SAKIP menyusun rencana 
kegiatan pengukuran kinerja

Notulen Rapat 120 menit Program Kerja 
Kegiatan

4 Tim SAKIP menyiapkan metodologi 
pengukuran capaian kinerja untuk 
tiap-tiap 
tujuan/sasaran/program/kegiatan 
berdasarkan indikator kinerja yang 
SMART

Juknis Pengukuran 
Kinerja Menpan RB

RENSTRA
TAPKIN

Program Kerja 
Kegiatan

120 menit Kertas Kerja 
Pengukuran Kinerja

5 Tim SAKIP melakukan pengukuran 
capaian kinerja menggunakan 
metodologi yang telah ditetapkan

Kertas Kerja 
Pengukuran Kinerja,

Dokumen 
pengumpulan Data 

Kinerja

1  hari Kertas Kerja 
Pengukuran Kinerja

6 Tim SAKIP merekap seluruh hasil 
pengukuran capaian kinerja untuk 
tiap-tiap 
tujuan/sasaran/program/kegiatan

Kertas Kerja 
Pengukuran Kinerja

120 menit Rekapitulasi Hasil 
Pengukuran Kinerja

NO

MUTU BAKU



7 Tim SAKIP melaporkan hasil 
rekapitulasi pengukuran kinerja 
kepada Sekretaris

Rekapitulasi Hasil 
Pengumpulan Data 

Kinerja

30 menit Draft Laporan Hasil 
Pengukuran Data 

Kinerja

8 Sekretaris menganalisa hasil 
rekapitulasi pengukuran kinerja, 
apabila setuju akan digunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan 
Laporan Kinerja dan evaluasi.  Jika 
tidak maka dikembalikan untuk 
dilengkapi sesuai arahan

Draft Laporan Hasil 
Pengukuran Data 

Kinerja

90 menit  Laporan Hasil 
Pengukuran 

Kinerja, Lembar 
Disposisi

9 Sekretaris melaporkan data 
pengukuran kinerja kepada 
Inspektur

  

  YA

TIDAK  Laporan Hasil 
Pengukuran Kinerja, 

Lembar Disposisi

30 menit Disposisi Inspektur

10 Arsip hasil 
pengumpulan Data 

Kinerja

INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. DJOKO POERNOMO



 
 
 

 
 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO 

 

INSPEKTORAT DAERAH 
 

Nomor SOP  700/011/Sek/2023 
Tanggal Pembuatan   2 Januari 2023 
Tanggal Revisi - 
Tanggal Pengesahan 2 Januari 2023 
Disahkan Oleh INSPEKTUR DAERAH, 

 
  
 

Drs. DJOKO POERNOMO 
Pembina Utama Muda 

NIP.196812251990011002 
Nama SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan (TLHP) 
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah 
Daerah 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890) 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2009 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 
Fungsional 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 
tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605) 

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Inspektorat dan Kecamatan 

1. Pendidikan minimal Sarjana Muda / D3 
2. Menguasai dan dapat mengoperasikan 

komputer 
3. Mempunyai integritas yang tinggi dalam 

melaksanakan tugas 
4. Memiliki kewenangan dalam melaksanakan 

pemantauan tindak lanjut laporan hasil 
pengawasan 

5. Memahami temuan dan rekomendasi 
6. Memiliki kemampuan pengolahan data 
7. Memahami peraturan perundang-undangan 
8. Memahami tata naskah dinas 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Penyusunan PKPT 
2. SOP Pemeriksaan Reguler 
3. SOP Pemeriksaan Khusus 

1. Laporan Hasil Pemeriksaan  
2. Komputer, Flashdisk, Printer dan Scanner 
3. Alat Tulis Kantor 

 
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

1. Apabila SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tidak dilaksanakan maka tindak lanjut hasil 
pemeriksaan belum bisa terukur secara pasti dan informasi tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi tidak 
jelas 

2. Apabila SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tindak 
lanjut OPD atas rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai 
yang di harapkan 

1. Mengarsip LHP 
2. Menggandakan LHP 
3. Mengarsip sebagai dokumen tindak lanjut 
4. Mengorganisir data elektronik kegiatan tindak 

lanjut setiap semester 

 



 
 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Tim 
Pemantau 

Ketua Tim 
Pemeriksa 

Staf SubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

KaSubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

Sekretaris 
Inspektur 

Daerah 
OPD 

terkait 
Bupati 

Persyaratan/Keleng
kapan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Ketua Tim Pemeriksa 
menyerahkan Laporan 
Hasil Pemeriksaan, 
SKPM-TL  dan Form 
Penyampaian Temuan 
ke Kasub Bag 
Perencanaan. 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

2. SKPM-TL 
3. Form Penyampaian 

Temuan 

10 
menit 

Terkumpulnya 
bahan tindak 
lanjut 

2. Kasub Bag 
Perencanaan 
memerintahkan Staf 
perencanaan untuk 
mencermati semua yang 
di berikan oleh ketua 
tim dan menginput ke 
dalam daftar temuan 
apip. 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

2. SKPM-TL  
3. Form Penyampaian 

Temuan 

15 
menit 

Daftar Temuan 
APIP 

3. Staf Perencanaan 
menyerahkan 
dokumen-dokumen 
terkait LHP kepada 
Sekretaris untuk 
dilakukan pengecekan  
dan diparaf sebagai 
tanda sudah dilakukan 
pengecekan 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

2. SKPM-TL  
3. Form Penyampaian 

Temuan 

30 
menit 

1. LHP 
Inspektorat 
Daerah yang 
sudah di paraf 

2. SKPM-TL  
3. Form 

Penyampaian 
Temuan 

  
4. Pindah ke 
halaman berikutnya 
 
 
 

           

FLOWCHART SOP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 



Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Tim 
Pemantau 

Ketua Tim 
Pemeriksa 

Staf SubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

KaSubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

Sekretaris 
Inspektur 

Daerah 
OPD 

terkait 
Bupati 

Persyaratan/Keleng
kapan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. Staf Perencanaan 
menerima dokumen-
dokumen terkait LHP 
dari Sekretaris dan LHP 
di berikan kepada 
Inspektur 
 
 

        1. LHP Inspektorat  
Daerah yang sudah 
di paraf 

2. SKPM-TL  
3. Form Penyampaian 

Temuan 

15 
menit 

1. LHP 
Inspektorat 
Daerah yang 
sudah di paraf 

 

6. Inspektur 
memberikan LHP yang 
sudah ditandatangani 
kepada Staf 
Perencanaan 

 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

15 
menit 

1. LHP 
Inspektorat 
Daerah yang 
sudah di 
ditandatangani 

 

7. Staf Perencanaan 
menyerahkan LHP 
kepada tim pemantau 
tindak lanjut untuk 
mendapatkan tanda 
tangan dan cap dari 
bupati kemudian 
mendapatkan nomor 
dari bagian umum 
(Nomor KI) 
 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

2 hari LHP yang sudah 
di tanda tangani 
dan di cap 
Bupati dan 
sudah 
mendapatkan 
nomor dari 
bagian umum 
(Nomor KI) 

8. Pindah ke halaman 
berikutnya 
 
 
 
 
 
 

           



Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Tim 
Pemantau 

Ketua Tim 
Pemeriksa 

Staf SubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

KaSubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

Sekretaris 
Inspektur 

Daerah 
OPD 

terkait 
Bupati 

Persyaratan/ 
Kelengkapan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9. Tim pemantau tindak 
lanjut memberikan LHP 
yang sudah 
ditandatangani kepada 
Ketua Tim Pemeriksa 
untuk di copy sebanyak 
tembusan yang ada di 
LHP 
 

        1. LHP yang sudah di 
tanda tangani dan 
di cap Bupati dan 
sudah 
mendapatkan 
nomor dari bagian 
umum (Nomor KI) 

20 
menit 

LHP yang sudah 
di tanda tangani 
dan di cap 
Bupati dan 
sudah 
mendapatkan 
nomor dari 
bagian umum 
(Nomor KI) 
 

10. Ketua Tim 
Pemeriksa memberikan 
kepada Tim Pemantau 
untuk di berikan kepada 
semua pihak terkait 
yang ada di dalam 
tembusan LHP 
 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

2 hari Bukti Tanda 
Terima LHP 

11.Tim Pemantau 
melakukan verifikasi 
atas laporan tindak 
lanjut yang telah 
dilakukan oleh OPD. 
Bila dianggap perlu, Tim 
Pemantau dapat 
melakukan pengujian 
terhadap tindak lanjut 
yang dilakukan oleh 
OPD. 
 
 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

2. Daftar Temuan 
APIP dan 
Monitoring Tindak 
Lanjut 

3. Form Verifikasi 
Tindak Lanjut 

4. Dokumen Bukti-
bukti tindak lanjut 

2 hari Form verifikasi 
tindak lanjut di 
tanda tangani 
oleh kedua belah 
pihak 

12. Pindah ke halaman 
berikutnya 
 

           



Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Tim 
Pemantau 

Ketua Tim 
Pemeriksa 

Staf SubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

KaSubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

Sekretaris 
Inspektur 

Daerah 
OPD 

terkait 
Bupati 

Persyaratan/ 
Kelengkapan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. Untuk tindak lanjut 
yang kurang 
memuaskan, Tim 
Pemantau melaporkan 
kepada Inspektur 
melalui Sekretaris 
termasuk risiko yang 
masih ada. 
 
 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

2. Daftar Temuan 
APIP dan 
Monitoring Tindak 
Lanjut 

3. Form Verifikasi 
Tindak Lanjut 

4. Dokumen bukti-
bukti tindak lanjut 
 
 
 

1 hari Surat 
Permintaan 
Tindakan 
Tambahan 

14. Berdasarkan 
laporan tersebut di atas, 
Inspektur melalui 
sekretaris 
menyampaikan surat 
kepada OPD terkait 
untuk melakukan 
tindakan tambahan 
sehingga tindak lanjut 
menjadi lengkap dan 
efektif. 
 
 
 

        1. Daftar Temuan 
APIP dan 
Monitoring Tindak 
Lanjut 

2. Form Verifikasi 
Tindak Lanjut 

3. Dokumen Bukti-
bukti tindak lanjut 

1 hari Surat 
Permintaan 
Tindakan 
Tambahan 

 
15. Pindah ke halaman 
berikutnya 
 
 
 
 
 

           



Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Tim 
Pemantau 

Ketua Tim 
Pemeriksa 

Staf SubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

KaSubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

Sekretaris 
Inspektur 

Daerah 
OPD 

terkait 
Bupati 

Persyaratan/ 
Kelengkapan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16. Tindak lanjut yang 
telah dilakukan OPD 
dicatat dalam daftar 
temuan APIP oleh staf 
perencanaan. Jika 
tindak lanjut dinyatakan 
selesai dan sesuai, maka 
pada kolom keterangan 
di cantumkan kata 
“sudah selesai (tuntas), 
sudah dilakukan tindak 
lanjut tapi belum selesai 
dan belum dilakukan 
tindak lanjut. 
 

        1. Daftar Temuan 
APIP dan 
Monitoring Tindak 
Lanjut 

2. Form Verifikasi 
Tindak Lanjut 
Bukti-bukti tindak 
lanjut 

2 hari Daftar Temuan 
APIP dan 
Monitoring 
Tindak Lanjut 
yang sudah terisi 
status tindak 
lanjutnya 

17. Apabila batas waktu 
penyelesaian tindak 
lanjut terlampaui, 
Inspektur menerbitkan 
dan menyampaikan 
surat penagihan 
pertama melalui 
sekretaris kepada OPD 
atas rekomendasi yang 
belum ditindaklanjuti 
dan atas tindak lanjut 
yang masih kurang. 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

2. Daftar Temuan 
APIP dan 
Monitoring Tindak 
Lanjut 

3. Form Verifikasi 
Tindak Lanjut 

4. Bukti-bukti tindak 
lanjut yang masih 
kurang 

5. Surat Permintaan 
Tindakan 
Tambahan (bila 
ada) 
 
 

2 hari Surat Penagihan 
Pertama 

18. Pindah ke halaman 
berikutnya 
 

           



 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Tim 
Pemantau 

Ketua Tim 
Pemeriksa 

Staf SubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

KaSubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

Sekretaris 
Inspektur 

Daerah 
OPD 

terkait 
Bupati 

Persyaratan/ 
Kelengkapan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19. Jika dalam satu 
bulan setelah surat 
penagihan pertama 
tindak lanjut belum 
dilakukan OPD maka 
Inspektur menerbitkan 
surat penagihan kedua 
melalui sekretaris 
kepada OPD terkait. 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

2. Daftar Temuan 
APIP dan 
Monitoring Tindak 
Lanjut 

3. Form Verifikasi 
Tindak Lanjut 

4. Bukti-bukti tindak 
lanjut yang masih 
kurang 

5. Surat Permintaan 
Tindakan 
Tambahan (bila 
ada) 

6. Surat Penagihan 
Pertama 

2 hari Surat Penagihan 
Kedua 

20. Jika dalam satu 
bulan setelah surat 
penagihan kedua terbit 
tindak lanjut tidak juga 
dilakukan OPD maka 
Inspektur menerbitkan 
surat pemberitahuan 
kepada Bupati 
 
 
 
 
 
 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

2. Daftar Temuan 
APIP dan 
Monitoring Tindak 
Lanjut 

3. Form Verifikasi 
Tindak Lanjut 

4. Bukti-bukti tindak 
lanjut yang masih 
kurang 

5. Surat Permintaan 
Tindakan 
Tambahan (bila 
ada) 

6. Surat Penagihan 
Pertama 
Surat Penagihan 

3 hari Surat 
Pemberitahuan 



 

Kedua 

21. Pindah ke halaman 
berikutnya 

           

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Tim 
Pemantau 

Ketua Tim 
Pemeriksa 

Staf SubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

KaSubBag 
Perencanaan
, Analisis dan 

Evaluasi 

Sekretaris 
Inspektur 

Daerah 
OPD 

terkait 
Bupati 

Persyaratan/ 
Kelengkapan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22. Tim Pemantau 
tindak lanjut melakukan 
pemutakhiran tindak 
lanjut atas saldo temuan 
yang belum 
ditindaklanjuti dan 
tindak lanjut yang 
masih dalam 
proses/belum selesai. 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

2. Daftar Temuan 
APIP dan 
Monitoring  Tindak 
Lanjut 

3. Form Verifikasi 
Tindak Lanjut 

4. Bukti-bukti tindak 
lanjut 

 

5 hari Draft Berita 
Acara 

Pemutakhiran 
Data 

23. Pemutakhiran 
tersebut dilakukan 2x 
dalam setahun dan di 
tuangkan dalam sebuah 
berita acara yang 
ditandatangani 
pimpinan OPD dan Tim 
Pemantau tindak lanjut 
 

        1. LHP Inspektorat 
Daerah 

2. Daftar Temuan 
APIP dan 
Monitoring Tindak 
Lanjut 

3. Form Verifikasi 
Tindak Lanjut 

4. Bukti-bukti tindak 
lanjut 

5. Draft Berita Acara 
Pemutakhiran data 

 

5 hari Berita Acara 
Pemutakhiran 
Data 


